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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY ON SERVICES FOR
EMPLOYER (AK.1) SEARCH CARDS OFFICE ON TRANSMIGRATION
AND LABOR OFFICE OF MAMUJU REGENCY

Joice Tombi
(joicetombi7Z @gmail.com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The research was conducted to find out the process of service of delivering job
seekers card (AK-1) in transmigration and Manpower office in Mamuju Regency.
As qualitative study, the research instrument is an interview guidelines which are
expected to provide the complementary data to analyse the process of services and
to know the supporting and inhibitory factors. The subjects of the research are
Transmigration and Manpower officers and Job seekers. The data consist of
primary and secondary data. While the primary data was obtained by interviewing
informant with interview pguidelines, the secondary data were acquired from
literature and documents related to job seeker servicess process. This research also
figure out supporting and inhibitory factors. Data were analyzed using qualitative
data analysis.

The result shows that the implementation of services of delivering the job
seeker card (AK.1) in Transmigration and Manpower office in Mamuju Regency
to the prevailing laws and regulation, relevant theory and concept are:
Bureaucracy Structure, Resources, Dispotition, and Communication, in its
implementation has accomplished well, the service employees have run the
service based on the mechanism and meet standard service, however, it has not
reached the expected goal/result, both form government as facilitators and job
seekers as the service users. This issue can be seen through inadequate facilities
and human resources, in which there is only one employee with special
trainingwho managed all service to job seekers with small room/office that make
the job seekers felt inconvenient. )

Keywords: Policy Implementation, Job Sekeer service (AK-1).
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
PEMBERIAN KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK.1) PADA KANTOR
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAMUJU

Joice Tombi
{jcicetombi7Z @gmail.com)

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelayanan pemberian kartu
tanda pencari kerja (AK.1) di Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Mamuju .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi
instrumen penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat
melengkapi data yang dibutuhkan untuk menganalisis proses pelayanan serta
mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Subyek penelitian adalah
pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dan
masyarakat ataua pencari kerja. Sumber data terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada
narasumber dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder
diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan dengan proses pelayanan
serta mengetahui faktor pendudukung dan penghambatnya. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah
tentang pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) berdasarakan fakta
lapangan pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, teori dan
konsep yang relevan adalah : Struktur Birokrasi, Sumber Daya Pendukung,
Disposisi, dan Komunikasi. Pada pelaksanaannya sesuai hasil temuan sudah
berjalan cukup baik, petugas pelayanan pemberian kartu AK.1 telah menjalankan
tugas dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada dan memenuhi standard
pelayanan, hanya saja belum sesuai harapan, baik dari phak dinas sendiri maupun
masyarakat yang menerima pelayanan, hal ini dapat dilihat pada sumber daya
pendukung yang terdiri dari Sumberdaya manusia dan sarana prasara terlihat
belum memadai, dimana petugas yang secara teknis mengetahui proses pelayanan
pemberian kartu AK.1 yang sudah mendapatkan pendidikan khusus/diklat hanya
satu orang ditambah lagi dengan kondisi ruangan yang terlalu kecil sehingga
membuat pencari kerja yang membutuhkan pelayanan merasa tidak nyaman.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pencari Kerja (AK.1)
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan
rahmat dan karuniaNya kepada saya schingga penyusunan tesis ini dapat
diselesajkan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis susun dengan maksud untuk
mengetahui Implementasi kebijakan pemerintah tentang pelayanan pemberian
kartu tanda pencari kerja (AK.1} pada kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mamuju . Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi utama pemerintah
yaitu melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia aparatur
vang profesional dan berkualitas, sadar akan tangung jawabnya sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus
diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan
melakukannya secara konsisten juga meningkatkan sarana dan prasarana yang
mendukung kelancaran pelayanan sesuai dengan fungsinya Penulis menyadar
sepenuhnya bahwa tesis int belumlah sempurnah, tentu di sana-sini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu semua kritikan, saran dan masukan
sangat penulis harapkan demi kebaikan bagi penulis, namun demikian penulis
tetap berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dalam rangka pengkajian ilmu administrasi publik khususnya tentang proses
pelayanan kartu AK.l di masa yang akan datang.

Untuk itz dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis
menyusun tesis ihi, yaitu:
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang
akan, dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan
demografi, dan batas-batas wilayah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat.
1. Kondisi Geografi
a. Letak Wilayah
Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat
Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1
387110 % -2 54" 552 “ Lintang Selatan, 11 54> 47 “—-135¢35*
Bujur Timur, Jakarta (0 0 © 0 *, Jakarta-= 160 48 * 28 * Bujur Timur
Green Witch). Dengan batas wilayah :
1} Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Tengah
2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi
SulawesiSelatan.
3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana
Toraja dan Kabupaten Mamasa.
4) Sebelah Barat dengan Selat Makassar.
' Kabupaten " Mamuju dengan luas wilayah 801.406 Ha, secara

administrasi Pemerintahan, terdin atas 16 Kecamatan, 143 Desa, 10
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Kelurahan, dan 4 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16
Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, 15 kecamatan berada di
wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah kepulauan.

Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan
orbitasi, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah
ibukota Kecamatan Tommo yaitu sejauh 100 Km, dan ibukota kecamatan
yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang
berjarak 1 Km dari kecamatan Mamuju.

Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan
Kepulavan Bala-Balakang, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan
Simboro dan Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah
Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang adalah Pulau Salissingang,
Samataha, Popoongang, Saboyang, Malamber, Sumanga, Sabakatang,
Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan Putau Lumu, yang letaknya di
Se¢lat Makassar dan berbatasan dengan Pulau Kalimantan.

b. Luas Wilayah

Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan

serta UPT pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

ini :
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Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada
Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju

No, | Kecamatan | Luas(Ha) | Prosentase | Desa/UPT | Kelurahan
1. | Tapalang 50.411 6,29 7 2
2. Tapalang Barat 12.714 1,59 7 -
3. | Mamuju 16.024 2,00 4 4
4. | Simboro 8.169 1,14 6/1 2
5. | Kalukku 46.199 15,76 11/1 2
6. | Kalumpang 177.821 22,19 13 -
7. Bonehau 95.076 11,86 9 -
8. | Papalang 16.043 2,00 9 -
9. | Sampaga 9.594 1,20 7 -
10. | Pangale 23.252 2,90 9 -
11. | Tommo 58.828 7,34 14 -
12. { Kep. Bala- 9.000 0,11 2 -

balakang

Jumlah 524.131 100,00 08/2 10

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten
Mamuju seluas 801.406 Ha. Dari 12 Kecamatan yang ada terdiri dari 10
kelurahan, 143 desa dan 4 UPT, yang terluas wilayahnya adalah
Kecamatan Kalumpang (177.821 Ha) dengan persentase 22,19 dan
Budong-Budong (114.043 Ha) dengan persentase 14,23 sedangkan yang
tersempit adalah Kepulavan Bala-Balakang yakm seluas 9.000 Ha dengan
persentase 0,11 dari luas wilayah Kabupaten Mamuju,
¢. Keadaan Alam dan 1klim

1. Jenis Tanah

Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini
dapat digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol,

. Andosol dan tanah Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di
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- Kabupaten Mamuju secara garis besarnya-dibagi menjadi 2 (dua), yakni
kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri.
2. Iklim
Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan
dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu
musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan
September arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak
mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau.
" Sebalikniya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yaﬁg
banyak mengandung uap air berhembus dart Asia dan Samudera Pasifik
sehingga terjadi musim hujan.
d. Keadaan Demografi
Adapun Keadaan Demografi Kabupaten Mamuju Akan diuraikan
Sebagai berikut :
a. Kependudukan
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kabupaten Mamuju selama
lima tahun terakhir mengalami .permmbuhan | yang pesz.tt.
Pertumbuhan selama lima tahun terakhir sekitar 4,1 persen rata-rata
per tahun dari  280.359 jiwa pada tahun 2005. Pada tahun 2010
sudah mencapai 336.973  jiwa. Berarti selama lima tahun
pekembangannya sebesar 56.614 jiwa. Jumlah penduduk terbesar
terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Mamuju dengan

penduduk sebesar 55.105 jiwa ( 16,40 persen}) dan Kecamatan
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Kalukku dengan penduduk sebesar 49.250 jiwa (14,7 persen). Rasio
jenis kelamin/sex Ratio (SR) penduduk adalah sekitar 106,02 artinya
untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat antara 106 penduduk
laki-laki. Dengan perkataan lain, komposisi penduduk Kabupaten
Mamuju berdasarkan jenis kelamin, lebih besar jumiah penduduk
laki-laki dibandingkan penduduk perempuan.
b. Ketenagakerjaan

Salah satu fokus utama pembangunan pemerintah yang tertuang
dalam nawa cita ketenagakerjaan adalah penciptaan lapangan kerja
yang lsel;Jas-luasnya. Dengan tercipta.nya lapangan kerja harapan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Pada
tahun 2015, total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari
separuh penduduk Kabupaten Mamuju yang termasuk dalam
angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan keja (TPAK) di
Kabupaten Mamuju mencapai 70,06 persen.Angkatan kerja yang
terdapat di Kabupaten Mamuju sebanyak 126.363 orang. Dari jumlah
terseb.ut yang mampu terserap oleh lapangan kerja yang tersedia di
Kabupaten Mamuju hanya sebanyak 121.587 orang. Dengan
demikian masih terdapat 4.776 orang yang belum mampu terserap di
pasar tenaga kerja, atau masih terdapat tingkat pengangguran (TPT)
sebesar 3,78 persen. Angkatan Kerja yang dapat terserap di pasar
kerja di Kabupaten Mamuju terserap pada semua kategori ekonomi

dengan persebaran yang cukup bervariasi. Kategori pertanian
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merupakan kategori yang menyerap tenaga kerja terbanyak di
Kabupaten Mamuju yang mencapai 59,10 persen. Banyaknya tenaga
kerja yang terserap dikategori pertanian diduga dipicu karena kategori
ini menjadi pangsa terbesar dalam menciptakan perckonomian di
Kabupaten Mamuju pada tahun 2015,

B. GAMBARAN UMUM DINAS

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dibentuk sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonpmi Daerah. Dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan, yang diatur
dalam Pasal 12 Ayat (3) butir f dan Ayat (2) butir a antara lain meliputi :
Transmigrasi dan Tenaga kerja.

Rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dokumen
Teknis Operasionalyang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja
tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju selama kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan Pembangunan Daerah, maka perlu
dilaksanakan pembangunan disektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Sedangkan

fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
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penyelenggaraan kegiatan kerja agar pembangunan terarah dan
berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat
dijadikan pedoman dalam penyusunan Program. Kerja.

Adapun Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan
Renstra ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adatah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi-(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822 )

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Daerah. Setelah diubah beberapa kali, terakhir denganUndanlg-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044) pengganti Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah.
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undar{g-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997
tentang Ketransmigrasian; |

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.O5S/MEN/ 1IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kena
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transinigi’asi Nomor 6 Tahun 2015 tent‘ang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi);
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10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPIMD (Lembaran
Daerah Nomor 70 Tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Pembentukan formasi kelembagaan baru Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. VISI DAN MISI
Untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berpedoman
pada :
1. Visi
“Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang

produktif, berdayasaing, mandiri dan sejahtera’.

Visi inl memiliki makna, yaitu :

Produktif :  Menggambarkan kondisi masyarakat yang
ulet, giat bekerja, dan tidak konsumtif.

BerdayaSaing :  Menunjukkan kondisi masyarakat yang
terampil, tangguh, memiliki
kompetensi/kemampuan dalam menghadapi
tuntutan/kebutuhan,

Mandiri . Perwujudan dari karakteristik masyarakat
yang memiliki budaya malu menerima

tanpa berusaha.
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Sejahtera :  Kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik

(sandang, pangan, danpapan), dan spiritual.

2. Misi

» Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara
pelngu.saha dan pekerja; |

» Meningkatkan pengawasan dan pembinaan tenaga kerja;

» Meningkatkan  pemberdayaan  masayarakat dan  sekaligus
menimbulkan  kesejahteraan transmigran dan masyarakat
sekitarnya.

E. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Pembentukan Kelembagaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
M@uju meniilikg tugas pokok, fungsi uraian.tugas dan tata kerja, sebagai
berikut :
Dinas Transmigrasi dan Teraga Kerja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Transmigrasi dan Tenaga

Kerja;
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5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam
menyelenggarakan tugas dibidang Transmigrasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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2. Daftar kontrak/honorer berjumlah 61 orang dengan latar belakang

pendidikan :

a. Pendidikan S-1 : 15 orang
b. Pendidikan D-3 : 3 orang
c. Pendidikan SMU : 43 orang

Jumlah pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten mamuju
keseluruhan adalah 93 orang. (Sumber: Sektetariat Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, 2017).

Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja dalam melakukan pelayanan

penempatan Tenaga Kerja dan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1)

berpedoman pada :

« Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¢ Permenakertrans PER.O7/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga
Kerja yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan
Mcnteri Ténaga Kerja No. 207/1990 tentémg sistem Antar Kerja dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 203/MEN/1999 tentang
penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri

e SE Nomor 127/Men/PPTK-PTKDN/IV/2009 tentang Pelayanan

Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Bab II Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa
pembangunan ketenagakerjaann belandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 : Pembangunan
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ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah.

Pada pasal 4 dijelaskan tentang tujuan pembangunan ketenagakerjaan, (1)
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi, (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
(3) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan, dan- (4) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya.

Kemudian pada Bab IIl pasal 5 dikatakan setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: PER.07/MEN/IV/2008 tentang penempatan Tenaga Kerja
Pada Bab II Pasal 3 bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari:
Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
lembaga swasta berbadan hukum. |
H. GEDUNG/RUANG/PERALATAN/FASILITAS

Berdasarkan fungsinva Gedung atan ruang pencaker merupakan tempat
khusus yang dirancang untuk tempat pelayanan pemberian kartu tanda pencari
kerja dan layanan informasi tentang ketenagakerjaan. Letak gedung atau
ruang sebaiknya di lokasi yang strategis dan leluasa (mudah dijangkau dan
cukup luas), juga dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang seperti toilet,

sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar, petugas pelayanan dapat

UNIVERSITAS TERBUKA
MANAJEMEN ADMINISTRAS] PUBLIK

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43577 pdf
75

menjalahkan tugﬁs dan tanggungjawabnya dengém baik dan pencaker yang
mendapatkan pelayanan merasa puas karena mendapatkan pelayanan yang baik.
I. DANA /ANGGARAN

Pelaksananaan pelayanan publik sangat bergantung pada sumber dana yang
ada. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju memberikan
pelayanan kepada pencari kerja menggunakan dana yang bersumber dari.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana yang ada tidak
hanya untuk pelaksanaan pelayanan kartu pencari kerja saja tetapi untuk keglatan
ketenagakeljaan lamnya jadi sumber dana yang d1m111k1 harus sesuai dengan
kegiatan pelayanan yang dilakukan, Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan jika
tesedia dana yang cukup.
J. JENIS-JENIS LAYANAN

Selain pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja, pelayanan lain yang
dilakukan pada Bidang Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah ljin
pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Lembaga ini memberikan
kesempatan kepada pencaker untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan
bidang minat dan keahlian masing-masing, agar mereka dapat bersaing di
dunia kerja.

Agar tujuan pelayanan tercapai dengan baik dan efektif, dalam kegiatan
pelayanan dibuatkan SOP yang menjadi acuan bagi pegawai atau petugas

dalam melakukan pelayanan
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PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA/KARTU KUNING
(AK. 1).
1. Persyaratan Pelayanan:

a. Foto Copy KTP yang masih berlaku/ Copy KK (jika belum memiliki KTP)
Surat Keterangan Domisili dari RT setempat (jika pencaker berasal dari
daerah lain)

b. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir

¢. Pas Photo hitam putih atau berwarna ukuran 2 X 3 sebanyak 2 (dua)
lembar

d. Surat Keterangan Pengalaman Kerja bila ada.

2. Besamya Tarif/Biaya Pelayanan Dan Tata Cara Pembayaran
Biaya pembuatan kartu kuning adalah tidak dipungut biaya ( Gratis }
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku

a. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja.

b. Masa berlaku AK.l adalah 2 (dua) tahun, bagi pencari kerja yang belum
mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi. ulang setiap 6
(enam) bulan sekali sedangkan bagi pencari kerja yang sudah mendapatkan
pekegaan diharapkan melaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kab.Mamuju dan kartu kuningnya akan di non aktifkan.
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4. Prosedur Penyelesaian Pembuatan Kartu Kuning (AK.I)

a. Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftarkan ke loket
pengurusan kartu kuning di Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kab.
Mamuju

b. Persyaratan yang telah diserahkan oleh pencari kerja, diperiksa oleh
pengantar kerja atau petugas antar kerja.

¢. Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk
dilengkapi.

d. Jika telah lengkap, kemudian Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja,
dengan mengisi blanko biodata pencari kerja.(AK.2)

e. Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK.2, selanjutnya Kartu
kuning (AK.1) dapat diterbitkan.

5. Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan

Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah berupa Kartu Kuning

(AK.1).

6. Kompetensi Petugas yang terlibat dalam proses pemberian/penyelesaian

Pelayanan:

a. Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang staff

b. Kompetensi yang harus dikuasai oleh petugas adalah mengetahui dasar
pengantar kerja

¢. Klastfikasi pendidikan formal maupun informal petugas adalah minimal

SLTA dan mengikuti diklat pengantar kerja.
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7. Sarana dan Prasarana
a. Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas: Meja, kursi, komputer set, alat
tulis, blanko AK.1
b. Sarana/ prasarana yang disediakan bagi pencari kerja: Ruang tunggu, WC

umum, parkir, foto copy.
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Diagram alur kerja

KartuPendaftaranPencariKerja (AK.1)
Tebel. 3

- 5 — 4_. : o .6 7
1. | Dengan persyaratan

yang lengkap pencari L
kerja (AK.1) di

DinasTransmigrasi
danTenaga Kerja Kab.
Mamuju
2. | Pengantar Kerja —
merneriksa perSyaratan | DaftarForm W
kelengkapan berkas :hr: ! Pemeriksaan
pencari kerja Jika Berkas
persyaratan belum p 5 (Lima)
lengkap, dikembalikan Tidak menit
kepada pencari kerja /\
untuk dilengkapi. <w'
Ya
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Diagram aiur kerja
IjinPendirianLembagaPelatihanK erjaSwasta
Tabel. 4
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Alur Kegiatan di atas, menunjukan bahwa proses pelayanan yang dilakukan
mulai dari pendaftaran kemudian pemeriksaan berkas, wawancara, isi biodata
sampai selesai pembuatan kartu dilakukan sekitar 20 (dua puluh ) menit.
K. FASILITAS
1. Komputer
Dalam melakukan pelayanan disediakan komputer sebanyak 8 unit dan 2
unit printer. Ada 4 unit komputer yang dioperasikan oleh petugas dan 4 lagi
diberikan pencaker untuk mengoperasikan sendiri jika diperlukan untuk
mempercepat proses pelayanan, selain itu ada kursi tunggu untuk pencaker,
AC, TV dan lemari tempat penyimpanan arsip
2. Foto Copy
Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi pencaker yang akan
menggandakan berkas yang dibutuhkan ataupun kartu tanda perncari kerja
(AK.1) yang sudah jadi
3. Wifi
Fasilitasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang sangat menunjang
dalam pelayanan, kerena memudahkan 'pencaker untuk mengakées
berbagai hal yang diperlukan sechubungan dengan ketenagakerjaan, baik
melalui komputer maupun melalui HP
4. Kamar mandi/toilet
Fasilitas ini wajib dimiliki oleh sebuah kantor/dinas untuk kepentingan

pegawai maupun masyarakat yang dilayani.
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5. Ruang Kantin
Fasilitas ini merupakan failitas tambahan yang dapat membantu pegawai
at;aupun pel;caker untuk menikmati makan sia.ng
L. KERJASAMA

Seperti diketahui bersama bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang ketenagakerjaan
yang memberikan pelayanan pemberian kartu pencari kerja (AK.l), agar
pelayanan berjalan dengan baik diharapkan menjalin hubungan kerjasama yang
baik dengan lembaga swasta yaitu PPTKIS (pelaksanaan penempatan tenaga
kerja indonesia swasta) dan LPTKS (lembaga penempatan tenaga kerja swasta),
Perusahan BUMN dan Swasta serta pencaker itu sendiri, kerjasama ini
diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pencari kerja itu sendiri dan
juga kepada pemberi kerja.

A. Hasil

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Pemberian Kartu
Tanda Pencari Kerja (AK.1) Pada Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mamuju.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Model implementasi kebijakan menurut
Edwards III (1980) {(dalam Agustino, 2008) dipengaruhi oleh empat variabel
yang saling berhubungan satu sama lain yaitu :

1. Komunikasi dengan indikator :

a. Transmisi
b. Kejelasan

¢. Konsistensi
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2. Sumber Daya dengan indikator
a. Staf
b. Informasi
c. Wewenang
d. Fasilitas
3. Disposisi dengan indikator
a. Pengangkatan Birokrat
b. Insentif
4, Struktur Birokrasi dengan indikator
a. Standard Operational Procedure(SOP)
b. Fragmentasi
Berdasarkan wawancara dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mamuju, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
1. Komunikasi :
Menurut Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
yang berinisial H.S :
“...Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan pemberian Kartu Tanda Pencari
Kerja atau AK.1 oleh petugas yang sudah ditetapkan dapat menjalankan tugas
dan tanggungjawab dengan baik, maka proses layanan ini diberikan ruang
khusus yang ditempatkan pada Bidang Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
pada.Seksi Pelatihan Tenaga Kerja yang tentunya harus berjalan sesuai dengan
undang-undang atau aturan yang telah ditetapkan, sangat diharapkan para
pelaksana pelayanan mengetahui dengan jelas apa yang mereka harus lakukan,
dengan mengacu pada keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan, petugas
layanan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat
dan tidak berbelit-belit sehingga tidak membingungkan.”(wawancara,
Desember 2017)

Dijelaskan pula oleh petugas pelayanan yang disebut Pengantar Kerja yang

berinisial WS bahwa :
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“....Kartu Pencari Kerja (AK.1) adalah merupakan syarat bagi masyarakat atau
pencari kerja untuk melamar pekerjaan pada suatu Instansi atau Perusahaan,
meskipun ada beberapa Perusahaan yang tidak mewajibkan atau tidak
mensyaratkan Kartu Tanda Pencari Kerja ini, jadi memang masyarakat sangat
membutuhkan informasi yang benar dan akurat, makanya diperlukan ruangan
khusus untuk pelayanan ini sehingga informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat tidak. simpang siur, kami berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat pencari kerja sesuai dengan apa yang diharapkan,
hanya saja kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan
baik dari petugas maupun sarana yang ada.” (wawancara, Desember 2017)

Selanjutnya wawancara dengan kepala seksi Petaihan Tenaga Kerja yang

berinisial AW bahwa :

“.... Petugas layanan harus memahami semua petunjuk pelaksanaan dengan
baik, dengan demikian petunjuk harus jelas dan perintah pelaksaan harus
konsisten, petugas pelayanan harus konsisten terhadap sikap, persepsi dan
respon dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman
pelaksanaan. Harapan kami bahwa proses pelayanan pemberian kartu AK.1
berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, baik dari dinas sendiri terlebih
bagi masyarakat pencari kerja yang membutuhkan pelayanan.” (wawancara,
Desember 2017) - : '

2. Sumber Daya
Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja yang bertnmisial HM
, mengatakan bahwa :

..... Sumber Daya atau petugas layanan memang masih sangat kurang dimana
Pengantar Kerja yang bertugas melakukan pelayanan ini yang sudah mengikut:
Diklat Pengantar Kerja baru satu orang, untuk itu agar masyarakat dapat
dilayani tepat waktu maka Pengantar Kerja dibantu oleh pengawai yang disebut
petugas antar kerja dan Tenaga Kontrak yang tentu masih harus banyak belajar,
karena bukan hanya dilihat dari jumlah personil yang melayani tetapi juga
sangat dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang
memadai sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada,
dilanjutkan pula bahwa untuk petugas ' pengantar kerja diberikan
tanggungjawab atau wewenang untuk melegalisir kartu AK.1 jika pimpinan
tidak berada ditempat.” (wawancara, Desember 2017)

Ditambahkan pula oleh kepala seksi Pelatihan Tenaga Kerja yang berinisial
AW :

“..... terkadang memang kesulitan, karena kita kekurangan petugas akibatnya
tidak semua pencaker bisa dilayani dalam hari yang sama, jumlah pencaker
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yang datang untuk membuat kartu tanda pencai kerja memang tidak terlalu
banyak hanya berkisar lima sampai sepuluh orang setiap hari terkadang juga
tidak ada dalam satu hari, kecuali pada saat ada penerimaan CPNS atau terbuka
lowongan diperusahaan-perusahaan besar, disitu kadang kita kewalahan
melakukan pelayanan, untuk itu memang perlu penambahan petugas yang
sudah mengikuti Diklat.......Ditambahkan lagi bahwa fasislitas yang kita miliki
juga belum sesuai dengan harapan. Perlu ruangan yang lebih besar sehingga
pencaker tidak berdesak-desakan saat mengantri.” (wawancara, Desember
2017)

Sedangkan menurut salah seorang tenaga kontrak yang membantu pelayanan
berinisial AM mengatakan bahwa :

..... saya bertugas membantu pelayanan pada saat banyak pencari kerja yang
datang untuk mengurus kartu AK.l atau jika petugas pengantar kerja tidak
berada ditempat. Saya menyadari bahwa masih perlu belajar banyak khususnya
dalam proses wawancara kepada pencaker supaya dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” (wawancara, Desember 2017)

Untuk mengetahuj pendapat masyarakat tentang pelayanan ini, kami
mewanancarai beberapa pencaker yang pada saat itu sedang mengurus
pembuatan Kartu Tanda pencari Kerja (AK.I), antara lain :

Yang berinisial SK

...... saya mendapat informasi dari teman saya bahwa untuk pengurusan kartu
AK.l itu dilakukan di Kantor Tenaga Kerja Kabupaten, saya membayangkan
bahwa pengurusannya akan sulit karena tidak ada teman atau pengawai yang
dikenal, tapi temyata saya dilayani dengan baik, dan prosesnya cepat, hanya
saja menurut saya kalau pencaker banyak ruangannya tidak akan mencukupi
dan tidak merasa nyaman karena kepanasan meskipun ruangan sudah
dilengkapi dengan fasilitas AC......

(wawancara, Desember 2017)

Pada hari yang berbeda kami juga melakukan wawancara dengan pencaker lain
yang kebetulan datang dari kecamatan Tommo yang berinisial NP dan AH :

“_... kami akan melamar pekerjaan pada perusahaan Kelapa Sawit dan kami
membutuhkan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) karena menjadi salah satu
persyaratan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kami datang ke kantor ini atas
petunjuk salah seorang teman, hanya saja karena perjalanan cukup jauh
akhimya sampai di kantor ini sudah jam istirahat sehingga harus menunggu
petugasnya kembali, itupun harus lama karena setelah dikonfimnasi ke salah
seorang pegawai yang ada bahwa yang bertugas masih ada urusan diluar
dengan demikian harus menunggu petugasnya, tetapi sampai jam tutup kantor

UNIVERSITAS TERBUKA
MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43577 pdf
86

petugas yang bersangkutan tidak datang, otomatis kami harus kembali pada
hari berikutnya, padahal harapan kami kartu itu bisa didapatkan dalam waktu
yang cepat dan kami segera kembali ke perusahaan untuk memasukkan berkas
lamaran....” (wawancara, Desember 2017)

Berikut Rekapitulasi Data Pencari Kerja (pencaker) dan Penempatan Tenaga
kerja Tahun2013-2015

Tabel 5.1
Data Pencaker yang membuat Kartu AK.1 dan Penempatannya
NO | TAHUN PENCARI KERJA DITEMPATKAN KETERANGAN
LK PR |[JML !LK PR JML
1 2013 638 970 1.608 120 114 234 Pemerintah &
Swasta
2 2014 152 201 353 89 84 173 Pemerintah &
Swasta
3 2015 83 51 134 61 48 109 Swasta
4 2016 69 79 148 72 66 138 Pemerintah &
Swasta
5 2017 503 384 887 155 g1 246 Pemerintah &
Swasta

3. Disposisi
Menurut Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
yang berinsial HS, bahwa :

“...pelayanan penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1} merujuk kepada visi dan
misi dinas sehingga diharapkan para pelaksana pelayanan bersikap positif
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan tidak menghambat
proses pelayanan, untuk itu personil pelaksana haruslah orang-orang yang
memiliki dedikasi serta loyalitas yang tinggi untuk melayani masyarakat dan
untuk kepentingan dinas itu sendiri.” Ditambahkan lagi bahwa dalam
pelayanan petugas tidak diperkenankan meminta atau memungut biaya dari
masyarakat. Petugas layanan sendiri tidak diberikan honor khusus dalam
pelayanan, karena it adalah tugas dan tanggung jawab mereka. (wawancara,
Desember 2017)

Ditambahkan oleh Petugas Pelayanan yang berinisial WS:

bahwa memang pelayanan itu juga dibutuhkan orang serius yang betul-betul
bertanggungjawab pada pekerjaannya, sehingga tidak menghambat jalannya
pelayanan. Untuk honor atau insentif diluar gaji setiap bulan tidak ada....”
(wawancara, Desember 2017)
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4. Struktur Birokrasi
Menurut Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
yang berinisial AP, menyatakan bahwa :

“.....Pelayanan Pemberian Kartu Pencari Kerja (AK.1)} ini dilakukan dalam
waktu yang cepat, tidak seperti dulu lagi para pencaker harus menunggu lama
karena masih memakai sistem manual... kalau sekarang peralatan sudah
semakin canggih sehingg semua bisa berjalan cepat sesuai harapan, pembuatan
kartu AK.1 bisa dilakukan dalam waktu 20 Menit dan tidak dipungut biaya.
Pelayanan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh dinas.
Sebagail dinas yang membidangt masalah ketenagakerjaan kita juga melakukan
kerjasama dengan Perusahaan swasta yang membutubkan tenaga keja dan
Lembaga swasta yang berbadan hukum seperti PPTKIS dan LPTKS sebagai
perusahaan yang menempatkan tenaga kerja.” (wawancara, Desember 2017)

Membandingkan wawancara kami dengan pencari kerja yang berinisial RN

mengungkapkan bahwa :

..... Pelayanan yang saya dapatkan pada saat membuat kartu tanda pencari
kerja (AK-1) sedikit mengecewakan, pelayanannya agak lambat karena petugas
yang biasanya melakukan pelayanan kebetulan lagi dinas luvar, jadi yang
menggantikan seorang staf yang belum terlalu memahami sehingga harus
bertanya bagaimana proses pembuatan kartu ke petugas yang sebenamya
{wawancara, Desember 2017) :

B. Pembahasan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Pemberian
Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.I) pada Kantor Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju.

Penyelenggaraan pelayanan pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1)
yang dilakukan oleh kantor Transmigrasi dan Tenaga Kera Kabupaten
Mamuju, berdasarkan Surat Edaran Nomor. 127/Men/PPTK-PTKDN/TV/2009
tentang Penerbitan AK.1, mempunyai fungsi :

1. Fungsi utama dari Kartu AK.1 ini adalah supaya Dinas yang membidangi

ketenagakerjaan bisa mendata jumlah pencari kerja di daerahnya.
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2. Sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan
pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia.
Namun, banyak orang mengira kartu ini hanya berfungsi untuk melamar
kerja di dinas pemerintah atau pada saat ingin mengikuti tes calon
pegawai negeri. Padahal, bisa juga digunakan untuk melamar kerja di

perusahaan swasta.

3. Selain itu, Kartu AK.1 juga berfungsi bagi pencari kerja untuk melﬁpor
ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan apabila pencari kerja belum
juga mendapatkan pekerjaan. Perlu diingat bahwa melamar kerja tidak
semudah yang dibayangkan. pencaker mungkin harus melamar ke
beberapa tempat untuk mendapatkan pekerjaan yang benar-benar cocok

sesuat dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik Edward III (1980) dalam
Yousa (2007) mengajukan dua pertanyaan yakni :
1. What is the precondition for successful policy implementation?
2. What are the primary obstacles to successful implementation?
George C. Edward III menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji 4
(empat ) faktor atau variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebjakan yaitu :
1. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi
yang baik pula, seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi

yaitu salah pengertian atau miskomunikasi.
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Pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) yang dilakukan

oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, yang
membidangi ketenagakerjaan diharapkan memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan siapapun, dan
memberikan informasi yang jelas dan tidak membingungkan, untuk itu perlu
dibangun saluran informasi yang efektif, pelayanan dilakukan sesuai
mekanisme yang ada, diharapkan juga bahwa petugas yang melakukan
pélayanan dapat memahami semua petunjuk pelaksanaan dengan baik.I Agar
proses kebijakan berjalan efektif, aparat pelaksana harus konsisten, baik
sikap, persepsi dan respon terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan.
pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Distransnaker. Disampaikan pula
bahwa dalam pelaksanaan pelayanan ini kita berpedoman pada regulasi
yang ada yaitu SE Nomor 127/Men/PPTK-PTKDN/IV/2009 tentang
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
“Pemerintah {baik pusat maupun daerah) wajib memberikan pelayanan
pénempatail kerja kepada masyarakat lebih lanjut disampaikan baﬁwa
Pelayanan penempatan oleh pemerintah harus diberikan secara cuma-cuma
(tidak memungut biaya) baik kepada pencari kerja maupun pengguna tenaga
kerja,

Salah seorang petugas pelayanan yang berinisial Rb menyampaikan
bahwa proses pelayanan kartu AK.1 mudah dan cepat serta tidak dipungut
biaya. Persyaratan yang ditetapkan oleh dinas adalah :

a. Asli/fotocopy KTP yang masih berlaku

b. Asli/fotocopy ljasah terkahir
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c.l Pas phc;to ﬁkuran 3x4 sebanyak 2 lembarl
d. Berkas digabung dalam satu map.

2. Sumber daya dengan indikator tersedianya staf yang cukup dengan keahlian
dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan,
adanya informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan, kewenangan yang bersifat formal agar
perintah dapat dilaksanakan secara efektif, adanya fasilitas pendukung
(sarana dan prasarana) yang memadai.

.Agar ptlelay'anan kepada ﬁasyarakat beréialan dengan baik dibutuhkan
orang-orang yang kompeten dibidangnya. Kecakapan dan ketelitian dalam
pelayanan sangat dibutuhkan, petugas yang melakukan pelayanan yaitu
pengantar kerja yang berinisial WS memang sudah dibekali dengan Diklat
Pengantar Kerja, menjelaskan bahwa memang masih kekurangan staf dalam
pelayanan ini dan walaupun sudah dibantu oleh tenaga kontrak, tetapi tidak
cukup dengan itu saja, diperlukan staf yang sudah mengetahui dan
m‘emahamil proses pelayanan ini dengan benz}r,sehingga harapan masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan dapat terwujud.

Ditambahkan oleh Kepala Seksi yang berinisial AW bahwa memang
petugas yang sudah mengikutt diklat hanya satu orang sehingga kedepannya
akan diusulkan lagi staf untuk mengikuti diklat, Petugas pengantar kerja
memiliki tanggungjawab yang besar mereka diberi kewenangan untuk
melegalisir kartu AK.1, jika kebetulan pimpinan tidak berada ditempat.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kami menyadari selain kekurangan staf juga

kami masih minim dalam hal sarana prasarana penunjang dalam pelayanan
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ini. Pernyataan ini dibenarkan oleh salah seorang pencaker yang berinisial
NC, mengatakan bahwa seharusnya ruangan pelayanan lebih diperluas serta
penambahan kursi bagi yang antri untuk mendapatkan pelayanan,

3. Disposisi dengan indikator adanya pelaksana kebijakan yang memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, sikap para pelaksana
scharusnya mendukung setiap kebijakan yang ada dalam artian bersedia
menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa adanya paksaan,
selanjutnya adanya insentif sebagai faktor pendorong yang membuat para
pelaksana menjalankan perintah atau tugas dengan baik.

Sesuai dengan visi dan Misi Distransnaker yaitu visi “Terwujudnya tenaga
kerja yang produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera”, dan misi:
» Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha
dan pekerja,
» Meningkatkan pengawasan dan pembinaan tenaga kerja;

Selanjutnya Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang
berinisial HD menyatakan bahwa, petugas yang melakukan pelayanan
pemberian- kartu tanda pencari kerja (AK.1) adalah staf yang telah
mengikuti diklat Pengantar kerja dilaksanakan oleh kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 1nelalui Pusdiklat
Kemenakertrans, setelah selesai diklat akan diajukan sebagai pejabat
fungsional yang nantinya akan diberikan tunjangan setiap bulan sesuai
ketentuan yang berlaku, diluar gaji yang diterima setiap bulan. Sehingga
diharapkan dengan adanya tunjangan fungsional yang diterima akan

memberi dorongan bagi pengantar kerja untuk bekerja menjalankan tugas
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pelayanan dengan baik sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan
masyarakat yang dilayani

4. Struktur birokrasi, dengan indikator adanya standard operasional prosedure
(SOP) agar para pelaksana dapat menjalankan suatu kebijakan dengan tidak
mendapatkan  kesulitan yang berarti, petugas juga diharapkan
mengoptimalkan waktu yang tersedia, adanya frangmentasi yang merupakan
penyebaran tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit
organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar
diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab
memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan. Konsenkuensi paling
buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat
koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan
yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan
badan-badan lain.

Berdasarkan penjelasan kepala Distransnaker yang berinisial HS
menyatakan bahwa dalam pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja
(AK.1) dilaksanakan sesuai SOP yang sudah ditetapkan, walaupun
sederhana ‘tetapt akan sangat membantu ‘dalam proses ‘pelayanan 'jika
perencanaan berjalan dengan baik dan kontrol yang sejalan dengan program,
juga ada penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, satu orang pencaker dapat
dilayani mulai dari pemeriksaan berkas, wawancara sampai pada pembuatan
kartu AK.1 paling sedikit 20 menit, dengan tidak memungut biaya apapun

atau gratis. Diharapkan dengan pelayanan yang semakin baik masyarakat
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dapat menjadikan Dinas ini sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan
informasi tentang ketenagakerjaan yang lebih jelas khususnya untuk data
lowongan ‘pekerjaan, demikian juga bagi perusahaan swasta maupun
perusahaan BUMN di Mamuju yang membutuhkan tenaga kerja yang
mempunyai keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dapat
memperoleh data pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Mamuju.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
.Berdasari(anl analisis hasil penelitian, méika dapat ditarik kesimpulan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan pemberian kartu
AK.1 pada Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi kebijakan pelayanan pada kantor Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh: Struktur Birokrasi,
Sumber Daya Pendukung, Disposisi, dan Komunikasi. Pada
pelaksanaannya kebijakan pelayanan pada kantor Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, sudah berjalan cukup baik, pelayanan
yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, hanya saja
belum sesuai harapan bagi semua pihak baik dari dinas sendiri maupun
masyarakat yang menerima pelayanan, hal ini dapat dilihat pada
sumberdaya pendukung yang terdiri dari sumberdaya manusia dan
sarana prasarana terlihat belum memadai, dimana petugas yang secara
teknis mengetahui proses pelayanan pemberian kartu AK.1 yang sudah

~mendapatkan pendidikan khusus/diklat hanya satu orang, demikian juga
kondisi ruangan yang terlalu kecil sehingga membuat pencari kerja yang
membutuhkan pelayanan merasa tidak nyaman. Tentang disposist atau
sikap pelaksana sesuai kenyataan bahwa pelaksana pelayanan sudah
melakukan tugasnya sebagaimana lazimnya petugas pelayanan.

Selanjutnya struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik,
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sehingga mempengaruhi semua faktor yang mendukung implementasi
dari kebijakan pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja pada
kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuiju.

2. ‘Faktor—f.aktqr yang berpengaruh dale_xrn implementasi  kebijakan
pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) pada Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, yang pertama
adalah terbatasnya tenaga pelayanan terutama tenaga ahli dan
mempunyai pendidikan khusus yang betul-betul mengerti proses
pelayanan pembuatan Kartu AK.1, sehingga dampak yang dirasakan
oleh masyarakat pencari kerja adalah pelayanan berjalan agak lambat,
Selanjutnya minimnya sarana dan prasaranan yang dibutuhkan dalam
_pelayanan seperti kursi yang tidak mencukupi dan ruangan yang sempit,
ini disebabkan kurangnya perhatian pihak dinas sendiri dalam melihat
kondisi tersebut, padahal pelayanan ini sangat penting bagi masyarakat
yang sedang mencari pekerjaan, akibatnya masyarakat pencari kerja
merasa tidak nyaman menerima pelayanan sedangkan masyarakat
pencari kerja sangat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, dan
nyaman.

3. Koordinasi antara stakeholder dan perusahaan atau lembaga yang
. menangani tenaga kega belum berjalan. secara efektif, sehingga data
informasi terkait pencaker belum sepenuhnya dapat diperoleh secara

akurat.
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B. Saran

Beberapa saran untuk meningkatkan pelayanan pada kantor
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju terkhusus dalam
pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) antara lain sebagai berikut:
1., Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dapat

meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi

para pegawaifstaf untuk mengikuti Diklat Pengantar Kerja, agar
memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup sehingga dapat
memberikan pelayanan secara profesional terhadap
masyarakat/pencaker, juga perlu penambahan sarana prasarana untuk
menunjang kelancaran proses pelayanan.

2. Mengembangkan sistem layanan dengan mempertimbangkan

- ketepatan dan kecepatan sehingga harapan masyarakat untuk mendapat

pelayanan yang mudah dan cepat dapat terwyjud
3. Diperlukan koordinasi yang efektif dengan lembaga-lembaga terkait,

yaitu lembaga swasta yang menangani ketenagakerjaan dan perusahaan-

perusahaan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
2017

PANDUAN WAWANCARA
RISET TESIS

OLEH :
Joice Tomhi
NIM : 500655276

A. Pengantar

Dalam rangka penyusunan tesis inahasiswa program Magister (S2)
pada Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, m=+~atas nama
mahasiswa Joice Tombi akan melakukan penelitian atau pengumpulan data
terhadap judul tesis “implementasi kebijakan pemerintah tentang pelayanan
pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) pada kantor Transmigrast dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju”. Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu
selaku narasumber atau informan, diharapkan dapat memberi informasi
atau keterangan yang dibutuhkan, dengan merespon pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan berikut ini.

B. Pertanyaan
a. Teknik Operasional :

1. Mohon Bapak/lbu jelaskan pelayanan apa saja yang diberikan
oleh kantor ini khususnya yang terkait ketenagakerjaan

2. Bagaimana proses Penyelenggaraan pelayanan pemberian kartu
tanda pencari kerja (AK-[)?
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b. Pembiayaan :

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk pembiayaan yang
dilakukan institusi dalam model Penyelenggaraan Pelayanan
Pemberian Kartu Tanda Pencart Kerja?

2. Apakah Bapak/lbu dilibatkan dan diberikan insentif dalam
memperkuat Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Kartu Tanda
Pencari Kerja?

3. Apakah faktor pendukung dalam melakukan pclayanan sudah
cukup memadai?

4. Menurut Bapak/Ibu program apa yang akan direncanakan dalam
upaya meningkatkan pelayanan pemberian kartu AK-1 pada masa
yang akan datang,

¢, Peraturan:

1. Menurut Bapak/lbu apakah regulasi tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pemberian Kartu Fanda Pencari Kena? diterapkan
secara menyeluruh?

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai atasan, melthat staf’ dalam melakukan
pelayanan mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan
yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar
larangan yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun tidak
tertulis?

d. Harapan Pengelolah dan Masyarakat
l. Menurut Bapak/ibu apakah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas
sudah cukup membantu masvarakat
2. Menurut saudara apakah pelayanan vang diberikan oleh Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju sudah sesuai
dengan harapan masyarakat pada umumnya?

Mamuju,  Desember 2017

Narasumber/Informan Surveyer

ANIK WIDIASTUTI, SE JOICE TOMBI
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Matriks Transkrip Hasil Wawancara

Judu] Penelitian: Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang pelayanan pemberian
kartu tanda pencari kerja (AK-1) pada kantor Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju

No Fokus Penelitian | Uraian Jawaban Informan -
1 | Aspek Komunikasi H.S (11 Desember 2017) Agar pelaksanaan kegiatan
a. Bagaimana sistem pelayanan pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja
komunikasi  yang atau AK.. it olcl? petugas yang sudlah ditetapkan dapat
dibangun oleh mcmbt':rlkan mformqm vang jelas  dan tld.ak-_

_ membingungkan bagi masyarakat dalam hal ini
pemenr.ttz.ah da.lam Pencari Kerja, maka proses layanan ini diberikan
hal in1 dinas ruang khusus yang ditempatkan pada Bidang
sendiri dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja pada Scksi
melakukan proses Pelatihan Tenaga Kerja yang tentunya harus berjalan
pelayanan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang telah
pemberian  kartu ditetapkan.

AK.l1  mengenai WS (11 Deserr}ber 291?)

. Kartu Pencari Kerja (AK. 1) adalah merupakan
transmisi, syarat bagi masyarakat atau pencari kerja untuk
kejelasan dan melamar pekerjaan pada suatu Instansi atau
konsistensi? Perusahaan, meskipun ada beberapa Perusahaan

yang tidak mewajibkan atau tidak mensyaratkan
Kartu Tanda Pencari Kerja ini, jadi memang
masyarakat sangat membutuhkan informasi yang
benar dan akurat, makanya diperlukan ruangan
khusus untuk pelayanan ini sehingga informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat tidak simpang siur.

2 | Aspek Sumber Daya HM (12 Desember 2017)

a. Apakah  Sumber Sumber Daya atau petugas layanan memang masih
daya  pendukung sangat kurang dimana Pengantar Kerja yang bertugas
dalam  pelayanan melakukan pelayanan ini yang sudah mengikuu
pemberian  kartu Dikiat Pengantar Kerja baru satu orang, untuk itu
pencari ketja vaitu agar masvarakat dapat dilayani tepat waktu maka
ketersediaan  staf, Pengantar Kerja dibantu oleh pengawal vang disebut
fasilitas sudah petugas antar kerja dan Tenaga Kontrak yang tentu
cukup  memadai masih harus banyak belajar.
kemudian AW (12 Dcsember 2017)
ketersediaan Terkadang memang  kesulitan, karena kita
informasi dan kekurangan petugas akibatnya tidak semua pencaker
kewenangan secara bisa dilayani dalam har yang sama, juinlah pencaker
formal apakah yang datang untuk membuat kartu tanda pencai kerja
sudah sesuai vang memang tidak tertalu banyak hanya berkisar lima
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diharapkan
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Lo}

sampai scpuluh orang setiap hari terkadang juga
tidak ada dalam satu hari, kecuali pada saat ada
penerimaan  CPNS  atau  terbuka lowongan
diperusahaan-perusahaan besar, disitu kadang kita
kewalahan melakukan pelayanan, untuk itu memang
perlu penambahan petugas yang sudah mengikuti
Diklat, ditambahkan lagi bahwa fasislitas yang kita
miliki juga belam sesuai dengan harapan. Perlu
ruangan yang lebih besar sehingga pencaker tidak
berdesak-desakan saat mengantri

AM ( 15 Desember 2017)

saya bertugas membantu pelayanan pada saat banyak
pencari kerja yang datang untuk mengurus kartu
AK.1 atau jika petugas pengantar kerja tidak berada
ditempat. Saya menyadari bahwa masih perlu belajar
banyak khususnya dalam proses- wawancara kepada
pencaker supaya dapat memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat

SK (15 Desember 201 7)

saya mendapat informasi dari teman saya bahwa
untuk pengurusan kartu AK.l itu dilakukan di
Kantor  Tenaga  Kerja Kabupaten, saya
membayangkan bahwa pengurusannya akan sulit
karena tidak ada teman atan pengawai yang dikenal,
tapi ternyata saya dilayani dengan baik, dan
prosesnya cepat, hanya saja menurut saya kalau
pencaker banyak ruangannya tidak akan mencukupi
dan tidak merasa nyaman karcna kepanasan
mesktpun ruangan sudah dilengkapi dengan AC......
AH (19 Desember 2017)

Kami akan melamar pekerjaan pada perusahaan
Kelapa Sawit dan kami membutuhkan Kartu Tanda
Pencar: Kerja (AK.l) karena menjadi salah satu
persyaratan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kami
datang ke kantor im atas petunjuk salah seorang
teman, hanya saja karena perjalanan cukup jauh
akhirnya sampai di kantor ini sudah jam istirahat
sehingga harus menunggu petugasnya kembali,
itupun agak lama karena setelah dikonfirmasi ke
salah seorang pegawai yang ada bahwa vang
bertugas masih ada urusan diluar dengan demikian
harus menunggu petugasnya, tetapi sampai jam tutup
kantor petugas yang bersangkutan tidak datang,
otomatis kami harus kembali pada hari berikutnya,
padahal harapan kami kartu itu bisa didapatkan
dalam waktu yang cepat dan kami segera kembalt ke
perusahaan untuk memasukkan berkas Jamaran

Aspek Disposisi/sikap

[

1. HS (11 Desember 2017) °
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a. Bagaimana sikap
perangkat birokrasi
dalam menjalankan
setiap tugas dan
tanggungjawab
untuk memberikan
pelayanan kepada
masyarakat

b. Apakah dalam
proscs  pelayanan
terdapat biaya-
biaya tertentu yang
dibebankan kepada
masyarakat pencari

kenja dan
bagaimana dengan
petugas yang
melakukan

pelayanan adakah
insentif yang

diberikan diluar
gaji bulanan yang
diterima

Pelayanan penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1)
merujuk kepada visi dan misi dinas sehingga
dtharapkan  para pelaksana pelayanan bersikap
positif  dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya, dan tidak menghambat proses
pelayanan, untuk itu personil pelaksana haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi serta loyalitas
yanig tinggl untuk melayani masyarakat dan untuk
kepentingan dinas itu sendiri.” Ditambahkan lagi
bahwa dalam pelayanan petugas tidak diperkenankan
meminta atau memungut biaya dari masyarakat.
Petugas layanan sendiri tidak diberikan honor khusus
dalam pelayanan, karena itu adalah tugas dan
tanggung jawab mereka

WS (11 Desember 2017)

Bahwa memang pelayanan itu juga dibutuhkan orang
serius yang betul-betu] bertanggungjawab pada
pekerjaannya, sehingga tidak menghambat jalannya
pelayanan. Untuk honor atau insentif diluar gaji
setiap bulan tidak ada

4 | Aspek Struktur
Birokrasi

a. Bagaimana dengan
penerapan
prosedur
operasional  yang
dibuat oleh dinas
terkait dengan
pelayanan
pemberian  kartu
AK.1

b. Bagaimana
penyebaran
tanggungjawab
yang dilakukan
pada dinas dan
lembaga-lcmbaga
apa  saja  yang

terkait dengan
dinas  khususnya
dalam proscs
pelayanan

pemberiak  kartu
tanda pencari kerja
{AK.1)

1. AP (12 Desember 2017)

Pelayanan Pemberian Kartu Pencari Kerja (AK.1) int
dilakukan dalam waktu yang cepat, tidak seperti dulu
lagi para pencaker harus menunggu lama karena
masth memakai sistem manual... kalau sekarang
peralatan sudah semakin canggih sehingg semua bisa
berjalan cepat sesuai harapan, pembuatan kartu AK.1
bisa dilakukan dalam waktu 20 Menit dan tidak
dipungut biaya. Pelayanan berjalan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan oleh dinas. Sebagai dinas
yang membidangi masalah ketenagakerjaan kita juga
melakukan kerjasama dengan Perusahaan swasta dan
Lembaga swasta yang berbadan hukum sepert
PPTKIS

. RN (15 Desember 2017)

Pelayanan yang saya dapatkan pada saat membuat
kartu tanda pencart  kerja i(AK t) sedikit
mengecewakan. pelayanannya apak lambat karena
petugas yang biasanya melakii_kan pelayanan
kebetulan lagi dinas luar, jadi yang menggantikan
seorang staf yang belum terlalu memahami sehingga
harus bertanya bagaimana proses pembuatan kartu ke
petugas yang sebenarnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS Tf RBUKA [l
MANAJEMENA&MlNlSTRA#- IUBLIK LN




	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	456



